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Jakarta, 2 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian 

materiil Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (2/4) pukul 

13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Lucky Andriyani, 

dengan pasal diuji berbunyi sebagai berikut. 

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 

untuk mengambil tindakan berupa:  

a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon 

tetap; atau  

b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai 

calon terpilih.” 

 

Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan bahwa seharusnya pada Pasal 285 UU Pemilu tersebut ditambahkan 
frasa “yang telah dinyatakan dicabut hak Politiknya melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap” sehingga Pasal tersebut berbunyi “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana 

Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan dicabut hak Politiknya 
melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa...”  

 
Menurut Pemohon, dengan diubahnya Pasal a quo, Pemohon merasa akan mendapatkan kepastian hukum dan rasa 

keadilan. Pemohon juga menilai tidak akan merasa khawatir dengan adanya perubahan itu, dikarenakan ada putusan 

pengadilan yang menyatakan hak politik seorang peserta pemilu dicabut. Pemohon beranggapan bahwa apabila Pasal 

285 UU Pemilu tidak diubah atau tidak ada penambahan maka pasal a quo sangat bertentangan dengan Pasal 35 angka 

1 ayat (3), Pasal 38 KUHP, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, dengan diubahnya Pasal 285 UU 

Pemilu, maka keadilan bagi setiap warga negara Indonesia sudah bisa dirasakan atau mendapatkan suatu keadilan di 

negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Dengan  alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon 
untuk mengubah Pasal 285 UU Pemilu dengan menambahkan frasa “yang telah dinyatakan dicabut hak Politiknya 

melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (FY). 
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